
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.728, 2018 KEMENHUB. Pelayanan Publik Kapal Perintis. 

Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                        NOMOR PM 48 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN  

PUBLIK KAPAL PERINTIS  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang       :     a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74      

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan dan Pasal 8 Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik 

Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kegiatan 

Pelayanan Publik Pelayaran Perintis;  

b.  bahwa dalam rangka memperlancar mobilisasi 

penumpang dan barang serta untuk memperluas 

konektivitas ke wilayah terpencil, tertinggal, terluar 

dan perbatasan dibutuhkan pengoperasian kapal 

perintis;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal 

Perintis; 
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Mengingat        :    1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4849); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara “Pelayaran 

Nasional Indonesia” menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1973 Nomor 14); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang 

Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3929); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 20 tentang Angkutan di Perairan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 5533); 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal 

Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 3); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 

tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara; 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan 

Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

966); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
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2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 

2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1891); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Barang Milik 

Negara; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

KAPAL PERINTIS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud  dengan: 

1. Pelayaran Perintis adalah pelayanan angkutan 

diperairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh 

Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang 

belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan 

karena belum memberikan manfaat komersial. 

2. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut 

kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. 

3. Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha 

untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari 

dermaga kekapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke 

kapal di perairan pelabuhan. 

4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis 

tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga 

mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk 
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kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di 

bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 

terapung yang tidak berpindah-pindah. 

5. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan 

angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang 

melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah 

perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di 

luar negeri. 

6. Penugasan adalah Penyelenggaraan kegiatan angkutan 

laut yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perusahaan 

Angkutan Laut nasional dengan biaya yang disediakan 

oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebesar 

selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai 

kewajiban pelayanan publik. 

7. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan 

dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 

8. Kapal Perintis adalah kapal yang memiliki tugas 

menghubungkan daerah masih tertinggal dan/atau 

wilayah terpencil dan/atau daerah yang memerlukan 

angkutan perairan pelabuhan. 

9. Kapal perintis milik negara adalah kapal yang dibeli 

atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

10. Kompensasi adalah kewajiban pemerintah untuk 

membiayai penugasan penyelenggaraan kewajiban 

pelayanan publik untuk angkutan pelayaran perintis 

yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan 

tarif yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah sebagai kewajiban pelayanan publik. 

11. Tim Verifikasi adalah Pejabat atau staf yang ditunjuk 

atau diangkat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut 

untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi 

lapangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

verifikasi. 
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